BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagai dokumen perencanaan Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 3
(tiga) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



10.

LA

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan. ,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disingkat Renstra DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD
untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya

disingkat Renja DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 1
{satu) tahun.



BAB 1I
KEDUDUKAN RENSTRA DPMD

Pasal 2

(1) Renstra DPMD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

(2) Renstra DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman bagi DPMD dalam menyusun Renja DPMD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DPMD disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD;

BAB Il : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VIII  : PENUTUP.
Pasal 4

Renstra DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DPMD wajib melaksanakan Renstra DPMD dalam rangka mendukung
capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala DPMD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra DPMD.

(2) Kepala DPMD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DPMD Tahun 2027, Renstra
DPMD Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun
Renja DPMD Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023

BUPATIPASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 28



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

L.

II.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DPMD,
sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu
dokumen Renstra DPMD harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan
daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DPMD dan Renja DPMD, DPMD
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku
kepentingan, selain itu penyusunan Renstra DPMD dilakukan dua minggu
setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DPMD meliputi, Persiapan
Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan,
Pelaksanaan Forum DPMD/lintas Renstra DPMD, Perumusan Rancangan
Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DPMD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan
subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap DPMD yang disusun berpedoman kepada RPD dan
bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra DPMD Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan
sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMD Tahun 2027 sebelum
Renstra DPMD Tahun 2027-2031 disusun dan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 117



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

1A

RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JI. Raya Raci KM. 9 Bangil — Pasuruan
Telp (0343) 749035



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026 yang telah berhasil diselesaikan dengan merujuk pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa
jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026,
serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Pasuruan disusun untuk
mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai,
khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk
mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
“Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” yang akan menjadi acuan dan dasar
dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja DPMD
Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih
belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan positif dari semua
pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode
Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi DPMD Kabupaten

Pasuruan.

Pasuruan, 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.
RIDO NUGROHO, S.Sos.

Pembina Tingkat I
NIP. 196802 1 198809 1 001
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 28  TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara
nasional pada tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada
tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 14 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang
Nomor 15 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-
undang Nomor 16 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan,
maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman
penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya
berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2024 — 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024 — 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 — 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi perumusan
kebjjakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang
diberikan oleh Bupati. Susunan Organinasasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan tertuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal
diundangkannya, tanggal 31 Desember 2021.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat
melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan
masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu
dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal
yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat
guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat
pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya

p L



pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai
tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi sehingga
pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek
bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu
keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri.
Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses
terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang
tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang
memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan
desa di Kabupaten Pasuruan.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka disusun
rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun
2024 - 2026.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan yang disusun setiap
tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya
ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh
program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin
dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan
dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksnakan sampai dengan Tahun
2026.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.



1.2

Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan Penyusunan
(Pembentukan Tim Renstra, Penyususnan Agenda Kerja Tim Renstra , pengumpulan data
dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis
gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab, perumusan isu strategis, tujuan sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui
diskusi antar pemangku kepentingan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyususnan
Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Bupati Pasuruan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk
melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi
Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan
Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan mengacu pada Peraturan Perudang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 59 Tahun 2007,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan —

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan
dan Pembubaran BUMDesa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23
Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/II/2012,
Nomor : SE33/MK.02/2022, Nomor : 050/43794/S8J, Nomor : SE/46/MPP-PA/11/2012
tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 202116 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor  Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;



1.3 Maksud dan Tujuan

1.4

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 - 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan
program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah untuk :

1

Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
ke dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
ke dalam tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program kerja operasional Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026 sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
Memberikan gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah, mengetahui kelemahan,
kekuatan, tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan
sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktifitas serta menjamin
efektifitas penggunaan sumberdaya organisasi.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026

disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARANPELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.5. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian
Pelayanan

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA
3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.2. Isu Strategis

BABIV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BABV  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
BABVI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 — 2026 melalw Indikator
Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kuneci (IKK)
BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan, dimana disampaikan bahwa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
mempunyai fungsi
a.  Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.  Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d.  Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021

DINAS PEMBERDAY.ALN MAEYAROIAT
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Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi
Masyarakat, Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina
Pemerintahan Desa, Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa, UPT, serta Kelompok
Jabatan Fungsional.



1)

2)

3)

4)

Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
di Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan
Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
a.  perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen
pembangunan partisipatif,
b.  pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten;
c.  pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan
partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
d.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat
dan partisipasi masyarakat;
e.  pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan
Kelurahan mempunyai fungsi :
a.  perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan;
b. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan
perdesaan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
c.  pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa /
kelurahan;
d.  pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat;
e.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa dan kelurahan;
f.  pelakasanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melakanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai
fungsi :
a. perumusan pedoman dan petunjuk tchnis penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;
b.  pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa;
c.  pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pengelolaan administrasi
dan tata perundangan desa;
d.  pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas
kelembagan dan aparataur pemerintahan desa; dan
e.  pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina
Keuangan dan Kekayaan Desa.



Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa

mempunyai fungsi :

a.

b.

perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;

pelaksanaan koordinasi pencrapan pendampingan pengelolaan keuangan dan
kekayaan desa;

pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan
prasarana desa;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan
kekayaan desa;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa;

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Pasuruan perlu didukung dengan adanya sumber daya, keberadaan
jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masarakat dan

Desa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :
2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a.

Komposisi Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan sebanyak 43 orang yang terdiri dari :
- PNS = 31 orang

- PTT = 2 orang

- THL = 10 orang

=PNS = PTT =THL

Komposisi Jabatan PNS

[ Jabatan Fungsional Umum

M Jabatan Struktural

Jumiah



Komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 13 orang dan jabatan
struktural 8 orang.

Nilat Indeks Profesionalisme ASN

Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari Nilai Indeks Profesionalisme ASN,
dimana untuk menentukannya dengan pengukuran 4 Dimensi, yaitu :Kualifikasi,
Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Nilai
Indeks Profesionalisme ASN, sebagai berikut :

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NILAI JUMLAH
0-20 - ORANG
21-40 3 ORANG
41-60 15 ORANG
61-80 9 ORANG
81-100 - ORANG
Data : DPMD Maret 2023

Berdasarkan nilai TP ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas
yang masth dibawah 80, sehingga perlu adanya Bimbingan Teknis dengan tujuan
untuk meningkatkan SDM, sehingga tugas dan fungst Dinas dapat terlaksana
dengan baik.
Komposisi Eselon PNS

Data Per 2 Januari 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
hanya ada 8 (delapan) Pejabat Struktural, yaitu pejabat struktural eselon 2 ada 1
(satu) orang, pejabat struktural eselon 3 ada 5 (lima) orang dan pejabat struktural
eselon 4 ada 2 (dua) orang. Sedangkan 13 (tiga belas) orang pejabat yang semula
eselon 4 berdasarkan Peraturan Bupai Pasuruan No. 151 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disesnaikan sebagat pejabat
fungsional, dan 14 staf pelaksana menjadi fungsional umum.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan
Eiomn PR D SLTA | SMK | D1 |D2/D3 53 | e
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Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan per Nopember 2022 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan
pendidikan terakhir S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 18 orang, SLTA 3 orang
dan SMP sebanyak 1 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka Sumber daya aparatur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sudah cukup baik

karena 87,88% (29 orang) berpendidikan terakhir S1-S2.
Komposisi Pendidikan PNS dan PTT

Tabel 2.2.3.
No. Eselon PNS Jumlah {Orang) Persentase (%)

1 |SD - 0
2 |SLTP 1 3
3 |SLTA 3 9
4 |s1 18 55
5 152 11 33

Jumiah Pegawai 33 100

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Pasuruan per Nopember 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang
memiliki 33 aparatur dengan latar belakang pendidikan terakhir hampir
seluruhnya S1 dan S2 dengan persentase tiap jenjang pendidikan sebagaimana
Tabel diatas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki
dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Grafik 2.1
Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan

B Kondisi Pegawai
il Kebutuhan Pegawal

Kepala SekretariatBid. PKPM Bid. KKD Bid. PemdesBid. PPDK

Jika dibandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan
pegawai yang dihubungkan dengan analisis beban kerja kurang memenuhi. Rata —
rata jumlah pegawai tiap bidang baru tercukupi sekitar 0 - 60% dari kebutuhan.
Kondisi tersebut disiasati dengan merckrut tenaga non ASN agar dapat
mengoptimalkan kinerja.
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2.2.2. Sumber Daya Anggaranr Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat
dilhat dari perkembangan sumber daya anggaran mulai Tahun 2022 s/d 2023

sebagaimana tabel di bawah ini :
Tahur Anggaran
Ne. Nama Program 2022 2023 Ket.

1. | Program Penunjang Urusan 6.160.228.826 | 5.950.588.036
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2. | Program Penataan Desa 9.630.000 15.000.000

3. | Program Peningkatan 605.350.000 25.000.000
Kerjasama Desa

4. | Program Administrasi 13.892.223.848 | 10.475.651.448
Pemerintahan Desa

5. | Program Pemberdayaan 2.624.257.500 1.465.000.000
Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat
JUMLAH ANGGARAN 23.291.690.174 | 17.931.239.484

Perkembangan sumber daya anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram Fluktuasi Anggaran Program
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

25.000.000.000

20.000,000.000 -
15.000.000.000 -
10.000.000.000 -

SP0TH000E0 ® Total Anggaran
0 L T
2022 2023

2.2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa juga didukung dengan sarana prasarana yang ada. Sarana yang
ada dan mendukung operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu
peralatan komputer dan kelengkapannya, serta sarana kendaraan dinas. Kondisi sarana
peralatan komputer sampai saat ini ada yang baik, kurang baik, dan bahkan banyak unit
yang sudah rusak. Dengan perkembangan teknologi, saat ini banyakpencapaian kinerja
dan tupoksi Dinas yang menggunakan aplikasi, sehingga memerlukn sarana Laptop
dan komputer yang lebih banyak dengan spesifikasi yang lebih canggih.
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Jumlah dan kondisi sarana kendaraan dinas operasional di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

No | Tahun Jenis Merk Kondisi
1 1995 | Station Wagon | R4 | Suzuki ST160 FUTURA | Rusak

2 1995 | Station Wagon | R4 | Toyota - Kijang Kurang Baik
3 1997 | Sepeda Motor | R2 | Suzuki RC 100 Kurang Baik
4 1998 | Sepeda Motor | R2 | Honda Astra, Supra Kurang Baik
5 1998 | Sepeda Motor | R2 | Honda Astra C100M Kurang Baik
6 2006 | Jeep R4 | Nissan Terrano Kingsroad | Kurang Baik
7 2009 | Station Wagon | R4 | Toyota Avanza Baik
8 2009 ! Sepeda Motor | RZ2 | Honda Supra X Baik

9 2009 | Sepeda Motor | R2 | Honda Blade Baik

10 | 2009 | Sepeda Motor | R2 | Honda Supra X Baik

11 2009 | Sepeda Motor | R2 | Bajaj Baik

12 | 2009 | SepedaMotor | R2 | Honda Revo Baik

13 | 2009 | Sepeda Motor | R2 | Honda Revo Baik

14 | 2010 | SepedaMotor | R2 | Suzuki 100 Rusak

15 | 2010 | Sepeda Motor | R2 | Yamaha V-IXION Baik

16 | 2011 | Station Wagon { R4 | Suzuki APV Baik

17 | 2012 | Station Wagon | R4 | Toyota Avanza Veloz Baik

18 2013 | Station Wagon | R4 | Kijang Innova VM Baik

19 | 2015 | Sepeda Motor | R2 | Kawasaki, LX150G Baik

20 | 2015 | Sepeda Motor | R2 | Kawasaki, LX150G Baik

21 2017 | Station Wagon | R4 | Toyota Rush 1,5 S A/T Baik

Dari tabel diatas dapat diketahumi bahwa sarana kendaraan operasional di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejumliah 21 unit, sampai saat ini dalam kondisi
baik 14 unit sedangkan kondisi kurang baik sejumlah 7 unit. Dengan kondisi sarana
yang ada, maka perlu adanya penambahan sarana transportasi, baik R4 maupun R2
guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas — tugas di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Apalagi di salah satu bidang ada yang sampai saat ini belum di
tunjang dengan kendaraan dinas operasional yang memadai. Kendaraan dinas jenis jeep
1 (satu) unit, saat ini digunakan untuk operasional tenaga pendamping desa.

Sedangkan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Gedung Kantor
dengan Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Kerja Staf dan Ruang Rapat.
Ruang rapat yang ada terlalu sempit schingga kurang memenuhi syarat, mengingat
lingkup pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 341 Desa.
Sehingga perfu adanya prasarana gedung kantor yang lebih memadai beserta ruangan-
ruangannya.

Untuk mendukung sarana prasarana tersebut, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merumuskan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3.  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Mﬁsyarakat dan Desa
Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, untuk memenuhi
Capaian Kinenga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasurian,
sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mempunyai 1 (satu) tujuan
dengan I (satu) indikator tujuan, dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya | Meningkatnya Perkembangan { Persentase Kelembagaan Masyarakat
Kemandirian | Potensi Desa Desa yang aktif
Desa

Menmingkatnya Kualitas | Persentase Lembaga Ekonomi Desa
Indikator : Penyelenggaraan Pemerintahan | (BUMDes) Maju
Persentase Desa ' Persentase Pemerintahan Desa yang
Desa Mandiri berkualitas

Meningkatnya Kualitas SAKIP | Nilai SAKIP

Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa.

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa
yang Aktif, Indikator sasaran ini didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa
dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu :

(1) Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju. Indikator sasaran ini didukung
oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa,
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum
Adat.

(2) Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas. Indikator sasaran ini didukung oleh
Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Penataan Desa.
Setiap Tahun beberapa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada yang
mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, akan tetapi pada
prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang merupakan instansi penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Nilai SAKIP diperoleh dari penilaian beberapa komponen, antara lain adanya keterkaitan
antara perencanaan dan anggaran serta ketercapaian target, yang didukung dengan dokumen
Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LK}IP, dan beberapa komponen lainnya.

Beberapa indikator kinerja ada perubahan darsi Tahun 2021 dan 2022, sehingga
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2022 juga ada perubahan
dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan regulasi yang
ada dan perkembangan yang ada. Tetapi dari awal perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023,
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pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dapat terpenuhi, bahkan terdapat
beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Sedangkan pencapaian kinerja beberapa
indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan
kemampuan anggaran daerah. '

Capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada
tabel berikut :

CAPAIAN KINERIA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN
REALISASI 02
NO TUIUAN / SASARAN INDIKATOR KINER)A SATUAN %
TAHUN 2021} TARGET |REALSASI
1 2 3 4 ] 7 8 q

BiD. URUSAN PEMERINTAHAN :
Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan :
Meningkatrya Kemandirian Desa |Persentase Desa Mandiri % 335 3.81% 997% | 261,70%

Sasaran1:
Meningkatnya Perkembangan 1 Persentase Kelembagaan Masyarakit Desa yang

Potensi Desa aktif e ||l W} S | | SN
Sasaran 2: )
Meningkatnya Kualitas 1 Prosentase Lembaga Ekonomi Besa (Bumdes}
" i % 15,1%%

Penyelenggaraan Pemerintahan mandiri
Dasa

2 Fer’sentase Lembaga Ekonami Desa {BUMDes) % ) 16% 18% 100%

Maju
3 Persentase Pemerintahan Desa yang berkuatitas % 100% 100% 100% 0%

Sasaran 3;
Meningkatnya Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Salah satu wiyud pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah dengan
mendirikan adanya Eembaga Perckonomian Desa yaitu BUMDesa. Berdasarkan Peraturan
Menteri Desa PDTT Nomeor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai
upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang
dikelola oleh Desa danvatau kerja sama antar Desa. Dalam pasal 6 ayat (1} * Dalam rangka
kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama
yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Merujuk dari aturan tersebut maka jenis
lembaga ekonomi desa adalah BUMDes dan atau BUMDesa Bersama.

Sampai saat ini BUMDesa yang sudah terbentuk sebanyak 159 BUMDes sedangkan
BUMDesa Bersama sebanyak 18 BUMDesMa. Hal ini masih belum mencapai kondisi yang
ideal mengingat jumliah desa yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 341 desa. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan yang ke-1, yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, dengan sasaran
“Meningkatnya Kemandirian Desa”, khususnya dibidang pengembangan lembaga ekonomi
dan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa akan meningkatkan jumlah keberadaan BUMDes serta meningkatkan
pengembangan BUMDes yang sudah terbentuk.

Nitai SAKIP Angka 80,24 80,26 28 | 10819%

Selain BUMDes lembaga ekonomi desa lainnya adalah pasar desa, dan bila
mengingat pada Peraturan Menteri diatas bahwa seharusnya pasar desa merupakan unit usaha
daripada BUMDesa untuk itu merupakan kewajiban kami memberikan sosialisasi agar pasar
desa merupakan bagian usaha daripada BUMDes.
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Dua lembaga ekonomi desa diatas semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu
meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa target dan Indikator
Kinerja Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju. Untuk mencapai target
dimaksud didukung dengan Program Administrasi, Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Peningkatan
Kerjasama Antar Desa

Bila melihat uraian diatas dari masing-masing indikator semuanya mempunyai
sasaran ekonomi hanya apabila di pemenintah provinsi sasaran indikator ada pada usaha

ekonomi masyarakat, sedangkan di pemerintah kabupaten mempunyai sasaran indikator
ekonomi desa.

Pwmm Ll T mum ?m 2022
. m mm‘vm WAM"I—' m DESA

| NO | sasAman ma\m INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET |
R &t e 33 _ = 4y oy |
oy Mmml SAKIP | e SAKtP 1 mooxe a0,%
5 i P : = - = _ L
Parembangan Potersi: 21 fya '“’"t‘? = ’é"""' mh.“ s -Rl.l’l' % 1 srae
j ‘ ] ! &1 ¥ . ﬂ"w‘u‘. L-""“‘lﬂ' = .
Maningkatnys Wustias 3.1 |Ekoneonmi Doss (HUMDGQ) o5 )
LA et _ : o
Pamerintahen Closa s -Pmnmo Pmrtnul-um d ”» o~
Ard Duu yang Berkusiitas L _
~O | PROGRAM | aNGGARAN (Rp) |  KET.
T [Penuninmg Unssain Pemeriniahen Daersh &.160.228 626 DAL
Kabupsten/Kots . - - e g S
2 iPenutesn Desa. ' £.630.000 OAL
#Z Feningkman Kegasama Dess BOS.350.000 aAU
4. |Adroinistrasi Pemerintahan Deaa 92.727.048 848 calts
. ::‘ o T Py + ¥ i T -pAG
S Hembegs Adat den Masyaraket Hukum Ade i 2624.287.500 | J By prop.
| ST TOTAL ‘ : 22.426.616.174

U D HMLIRSYAD YUSUOF, 8K, MIM.A.

Yingka
NIP 19880211 19“09 1 m

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat
mencapai target yang ditentukan untuk tiap-tiap indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja
sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut :
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Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target | Target I::izet:)r Target Re":.::umm Daerah Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Perangkat Daerah NSPK | IKK | {oinnya | 2019 2021 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
i 3 3 | 4 5 6 | 7 | 8 | 9 [ 10 | 81 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 47 | 18 | 19 | 20
Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa
Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandir T 1055 ] - o029 | 088 | 176 | 381 1055 050 | 17 [ 33 ee | < [ - : o
IKK : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal X 0 X 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KK : i Desa
i persentase Peninglatan Staus - Lo | - | 100|100/ 100 100 10007 |se|s.|27| o |om| o2 [oos]|o2| o
Indikator Sasaran :
! ‘:m?“ Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) | | . s | 7 w0 | - | - [104]2%]|159] - | - |20%] 4% |sew| - | -
2 :;f;‘;k“&* Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM)} : . w | 7| - | -1 - |wsjoe| - | - | - [wee| 2% - | -1 -
3 [ Kelembagaan Masyaralatesayang | | . ol -1 o joml|an]l - | - loxn|las| - | - < | ase% | 100% | -
4 PPJ;earjsiIenl:evs.e tembaga Ekonomi Desa (BUMDes) ) ) ) A ) N 16 2 ) 3 ) 16 A ) ) - dom! -
5 {Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas | - ' - ftois{oss{ 100/ 100 | 100|246 |2195] 100 | 100 | - |[9753%| 14633% | 100% | 100% | -
6 |Meningkatnya Kuaitas SAKIP - i - 7031|8013 80,24 80,26 | 83 | 7031|8013 8024 | 8282 | - | 100% | 100% | 100% | 103% | -




Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Persentase Desa Mandiri

Peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 cukup
signifikan yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) Desa, schingga Desa Mandiri di Kabupaten
Pasuruan secara akumulasi mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34 (tiga

puluh empat) Desa dari 341 Desa. Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Desa Mandiri

pada Tahun 2022 sebesar 9,97%, sedangkan target yang ditentukan untuk Tahun 2022 yaitu
3,81% atau 13 (tiga belas) Desa dari 341 Desa. Pencapaian ini sudah melebihi dari target

yaitu sebesar 6,16%.

Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI1 Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status

Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat

sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa Mandiri, sebagaimana tabel berikut :

PENETAPAN DESA MANDIR] DI KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN

DESA

2019

2020

2021

2022

Pohjentrek

1 Warungdowo

W

v

Purwodadi

Purwodadi

v

b

Sukorejo

Karangsono

v

F TV | N

Kraton

Sidogiri

v

< |€ |«

Asemkandang

Bendungan

Gerongan

Klampisrejo

LT L O LS T S L [

Kraton

[
o

Mulyorejo

[y
-

Ngabar

=
[

Ngempit

13 Plingisan

14 Tambakrejo

< € |4 € |€ | (€ |€ |« |«

5 Tutur

15 Wonosari

6 Purwosari

16 Sumberejo

17 Bakalan

18 Cendono

19 Martopuro

20 Pucangsari

7 _Pandaan

21 Karangjati

22 Plintahan

8 Gempol

23 Sumbersuko

24 Kepulungan

25 Bulusari

< |€ <

3

26 Winong

<

t

9 Beji

27 Cangkringmaiang

28 Wonokoyo

10 Lumbang

29 Panditan

30 Watulumbung

31 Dayurejo

11 Prigen

32 Jatiarjo

12 Gondangwetan

33 Bajangan

13 ‘Tosari

34 Wonokitri

€ |2 € e € 1S | |=
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Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa

Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara

berkelanjutan.

Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu :

1.

Nilai SAKIP
Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target Nilai SAKIP Tahun 2022 masuk klasifikasi
A dengan nilai 80,26. Dan target tersebut dapat terpenuhi dengan diperolehnya nilai
82,82,
Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif
Target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah 97,30% dengan
sasaran semua LKD. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan dan diperoleh data jumlah
Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebanyak 13.533 unit dari jumlah
keseluruhan Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pasuruan sebanyak 13.858
unit yang meliputi RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, sehingga dapat
diartikan bahwa Capaian Kerjaan untuk Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa
yang aktif sebesar 97,65%. Capaian kinerja ini melebihi 0,35% dari target yang telah
ditentukan.
Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju
Pada Tahun 2022 jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 159 BUMDes (data per 1
September 2022), sedangkan jumlah BUMDes pada Tahun 2021 sebanyak 158
BUMDes, hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada penambahan 1 (satu) BUMDes.

Berdasarkan Data Desa Center Tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, data 159 BUMDes yang diperoleh
dikategori sebagai berikut :
1. Kategori Maju sebanyak 25 BUMDes;
2. Kategori Berkembang sebanyak 41 BUMDes; dan
3. Kategori Pemula sebanyak 93 BUMDes.

Capaian Kinerja untuk Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju
di Tahun 2022 sebanyak 25 BUMDes atau sebesar 16% dari jumlah BUMDes yang
ada. Pencapaian Kinerja ini sudah memenuhi target yang ditentukan untuk Tahun 2022,
yaitu sebesar 16%.
Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
Pada Tahun 2022 jumlah Desa yang memiliki kinerja Pemerintahan Desa yang baik
sebanyak 341 Desa, yang terbagi sebagai berikut :
1. Desa Mandiri 34 Desa;
2. Desa Maju 155 Desa; dan
3. Desa Berkembang 152 Desa

Capaian Kinerja untuk Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas di
Tahun 2022 sebanyak 341 Desa dibandingkan jumlah Desa di Kabupaten Pasuruan
atau sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dapat memenubhi target yang telah ditentukan
sebesar 100%
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Anggaran dom Reallsssl Pand Pelay Pecangist Daersh
Dinas Pemberdoyaen Masyarakat dan D [
Angpisan pada Takmw Ko Roslieusi Asggrsan Todma Ko B e Rats - Ratn Pavhcsnn
Uralon Peograss das Kagivbam
2013 2019 a0 021 2013 201% 2030 2081 2002 2018 | 3019 | 2020 | 20m § 20m J— Roallsss
1 ) 3 z 5 T 3 3 0 i1 7 T T 17 n
Progam Polxywaen
n_mmudnm- TI741940000]  THA96340000  SH0LMESTAL STENAAL00|  TMIMEITIO|  ATTINISI00 | oramx|vamnfoazem] - . 31424326506 |  ves.Se017.9
Maryucsin: Dasy
Suther Dayn Al dan Lintrik 23.450.000,00 28,000,000,00 37,200,000,00 19314 524,00 18,007 707,00 18638, 105,00 | s249%] 6t31% | 50,001 - s 29.530.000,00 18:660.112,33
Rempedihnt sl ires] 70.700.500,00 £5.460.000,00 65.460.000,00 56.370.000,00 $6.760,000,00 53:905.000,00 moman| senin] st - 9 57207 500,00 $9.678,333,33
e 57.549.000,00 40.667.000,00 $4.841.000,00 57:549,000,00 10.667.000,00 54.841.000,00 S 1o0m | 00w ] 00 | - : 51.019.000.00 51.019.000,00
Peayediann Alal Tulis Kanitor $2:530.000,00 44.000.000,00 40.500,000,00 51530.000,00 £3775.000,00 20.591.000,00 - as.10m| oosom | o7 7em | - . 45675 666,57 44.965.333.33
w,, Bw'zl e 61.478.900,00 71.600,000,00 T2.274.396,00 61:478.750,00 71.000,000,00 72.374.000,00 || o0 | 100% | w00% | - 3 68.251.098,57 6B.250.516,67
I,"""’d"”‘ | WK e 5 o 34,000:000,00 I . 31.808,797.00 = o |oasem| - . 34.060,000,00 1060290235
Penvedinan Makenan dan
b 59.971.000.00 40.000.000,00 36.875.000,00 59.97).000,00 20.692.500,00 36.838.500,00 J 100w | 99,73% | smorn| - 2 9.262,000,00 53:240.666,67
= —
2.y m' m"m ameoo0| 7351040000 29526360158 2410840600]  22apia7Ing0[ 29454486000 . 5 oysont 9070m | oo7em| - . 41,001 330,86 243,888.559,33
Plnypdan fash Poza fmar rso00e| 2723200000 26200000000 " 174s000000]  231.48000000f  223.080.000,00 > : waeni ss% [eaoem| - H 237381330, 214.013.333,33
:z*‘”w Leporan Kinerja 4 i 2153300000 5 . 31.663,000,00 i - lermm! 3 21.533,000,00 7221.000,00
R <oy WIMEO00,00|  SA9TH0000|  FP6.384.000,00 31616085000  5mNor0000]  260.868.550,00 o{ sa00% 9% [peoin| . ] mioesso000(  31277.600,00)
an! o & S hoeia 2 142.197.500,00 5 = 131 813.000,00 : 1 - [semw] - 5 J 130,197 500:00 43.997 666,67
Pengadaan Peralatan Kantor ; 126,00.000,00 5 -] ista1300000 3 ey e e J 1ze000.000.00 43,997 666,67
Pesnclinaraan Ruting Beckala 2 ; i : ST - i ; , ]
| Gedurg Kanlor ) p
- d"‘a"“"llm':;f““c S BAGIS00000]| 25000000000 26228400000 aaieesmon|  aATLTONGOf  297.566.350,00 | orrewforom [ sazom| - 85683223 256,035.600,00
'memﬂ’k’h : 7.000:000,00 5.000,000,60 ! 3.500.000,00 5.000,000,00 J - 1 som [ooe| - f 5.000.000,00 293.383,39
A 30.000,000,00 19.100.000,00 18.000.000,00 g 8.000,000,00 2940000000 18.000.00000 { 100% | 100 | r00% | - { 28,003.333.33 25.663.419,29




T 3 7 r % ® ) ii & 53 i is i 7 Y
Frogeem Faningioaizn
(Wadn, c-’"-u;-“ #5530 250,00 9. 000.000,00 - A T L0 8. 931 900,00 - 20,07 99,87% - - B LiR, S RE R - TR 43. 500,00
e ot 46.330.050,00 39.000.000,00 = 49.008,500,30 38.631.900,00 4 99.07%| 99,830 . d 42.965.175.00 38,342 500,00
'im Fambinsan
. Sonisl - 540, OO0, O TS0 OaCl. DeN0L XY - Sl PO, 00, 00 Bk 55 8. 000, OO - AT | 7O, 15% . -] 7 B0 B el O AP 033, 500,00
Pembzinann dan Pebitshun
Iltzmpﬂm Karja hagi Tanagn / P56.000,000,00 750.000.000,00 $48.205.506,00 545.583.000,00 B F YWY ECRTY 780.000.000,00 296 553.500,00
Kerim dan
Malardeyams Masparsiat POE.589.560,00 | 3.097 561.000,00 ’ FLRDEL 4,00 D1 961 .HO8.00 - 93,300 93.69% - N 4 uoarassssseo SET.OTL.283,00
[ e,
[ty ek ‘rism 141.300.00000 141.300.000,00 S 188,291 50000 135.088.686,00 E o7,a%] 87,118 . 5 141.300.000,00 ®7,102.068,00
F Julin Mok Propime; Jawa. THO00000,00 50.000,000,00 - £1.947.100,00 47.530.000,00 - 82,600%)] 99,100 a . R £3.500.000,00 A0.A95.038,30
Mookt dan Pampitapac
Fuges - Tugss Pandempringan 50.421.000,00 A4S 000000 Ol 3847430 ,00 47 985 800,00 - 06, TR DG, 1% - o 252.710.500,00 1583.133.540,00
Buafichai Tnghd 128.200,000,00 124 473.000,00 . 125,830,006.00 134.475.000,00 - o8,15%)] 100% . . g 126.397 500,00 83.435.000,00
53.7164000,00 50.790,000,00 5 53.700,984.00 50.796.000,00 100% | 100% 5 = Y £2.950.600,00 34,80304,67
37.0004000,00 45.4%1.000,50 . 34.210.000,00 33.606.519,00 & S2,46%] 74,11% 3 . A A1A74.500,00 22.608.300,39
55 640,000 90 40.945.000,00 . 4 406.000,00 40.314.500,00 = 7 YE%] 98,2% g . 5 #.392.300.061 31.540.150,87
7 100.000:000.60 5 . 91.453.000,00 - o} 91,49% > . £0.000.000,00 20.407.686,47
3 40.000.000,00 . L 22.060.000,00 3 o 8,10, 5 - 20.000,000,00 7.264,333,38
KetramopBan Kes g Tenaga ITIARE.000,00 234.464.300,00 - " 22, 70%:! FT0.R29.000.00 THA54.833,23
Bimbingss:, Taknle Fengustan
195.572.580,06 15808750000 - 45,84% 165.572.680,00 52.695.900,57
Danef Kalizrahan
e S e Y +75.709.400,00 300.080.600,00 2 211700000  388.280.885,00 = 00,75%)] ba.46% 2 - 1 ITHTS.050,00 240.97T.956,00
[Colar Teknokg] Tt Grotk
(T7G) / Pakan Tnovesi Hamioral 103.256.000,00 19,141.000,00 5 o 8% 163.356.000,00 54.280.333,5)
Monilaring dan Anistersi
Koglatan Tei:aologi Tepat Guna 275000000 20500600 o . THOV% 37.500.000,00 570166657
TG
180, 797 200,00 181,970, 000,00 . k B0 B 180,797 500,00 53 990 040, 00
Bonjinring dan Anists
k ! EEAL-E. Rl 20.579.500,00 = - BT B0 7. 303.800,00 10.A50.833, 53
Faser Dena
Peohinasi Pasar Peas 27.000,000,00 23.706.300,00 - - &4.0T% 37.000.000,00 7.902.166 67
iPembinean Pabar Do - S0 Q00 D00 G0 - = ALTIS005,00 O] Te,a1% & - - 40.000.000.00 10273001 .67
Mm;“h”w 3 L0000, 00 : 209.420.000,00 of 95,775 ’ - 210.000.000,00 69.806.666,67
BRI ekl £ $0.000.000, 00 2 8. 214.850,00 . of 96,49% > 50.,000.000,00 16.0T1.616,67

BUMEess




11

14

16

1T

75.928.000,00

&8.210.000,00

44. 194 BO0O.DO

5,30%

B1.499.500,.00

S5.600.000,00

42.700.000,00

TH A%

H5.600,000,00

14.333.383,33

(Mo renbasgden/ kel

T 3000,00

22.515.000,00

23.35%000,00

7. 50500000

Pembangunan Desa/ Kelurshan

14 4T4.000,00

14, 19650000

§4.474.500,00

4. TA2A6657

Fuailileai dan Sinkconisati
Famucanmen Perbangunen
Dema dan Beranoansan
tPembangunan Kabupeaten

30.000.000,00

L]

B0.000.000,00

10.600.000:00

[Prospras. Poningita.
[Pomesima Do

2,00

2.00%.247.800,00

.00

4,092 500,00

€42.917.434,00

Fowilatasn Prof) Dosa ¢ Kel di
Hab. Feauruan

Bimrel Pearapan Moadul

llas! Pengeiolanm. Kauangan
Daca

Risrtonitg dan. Anistenal
Keuangan et

Knjian Perstomt Perendiag.
Undangan Dwarah tarbadap
Bersiuran Perandang-
Undangan pang bata, ebxh
tinge! deri Kaserasinn Aotar
Persduran Parundsng-
Uodangan Deerah

datr F
Peayyelenggarsar: Pamerintah.
Desss

1 Kerfaname Antar Dema

Featlitesi Pembeniukan dan
! Peyotyiowanm Bacen Madaserms
Antar Deaa BKADY

Panusjeng Rebhab Halai Desa /
(Balal Driaiark

Faailitas] Ponyclenpgeancn
Filkades Pergantian Antar
Wk [PAW) dan BED PAW

Pernbuatan Shtem tnformani




E] [ [) [) [T 1] 13 14 i5 16 T is
40.052.500,00 ~ - ALSTO00,00 - 54,11% 40.052.500,00 T.I23.50857
70.000.000,00 - 65 ATH.TEL00 B S - - TFRO00.00C0) 21.893.567,00
30,000,000 00 - - A XTRO0G 00 =| 95.75% - o0 006G, 0 15.458,243.33

2E.000.000,00 - - 0. B0, 160,00 - 0, L - - Z2% 0000, D0 &7.601.083 33
50.000.000,00 A5, 710.005,.00 - L - - H0.000.000,00 16.590.001,67
21.330.000,00 - - 17,607 753,00 o M - = 2. 330.000,00 599038167

183, 342.000,00 - - 74,0 10.830,00 - &N - - 18005008, 000, 00 5070 040,00

354.280.000,00 - o 307 A50.8146,00 - #5.T5% - 54, TRO.000.00 100 450.272.67

1055, 006, 000,00 - - 14X1.2%1 00 o, T4% 3 - 1.095.000. 000,00 389,704 ¥ 24,00
£0.000.000,00 - - 1,100, 380,00 = BE 1% - . B0.00K0. 500, 00 13701083 33
E D3.431.800,00 " - TO.4, TO0,00 <] % - 92.8F1.800,00 o8.033.252,33

z 7.375.000,00 B 7,574 00000 1000 - 7 BYTA 000,00 3.523.00:00

o & 4 - « [ . . £

= o 4 -] om - 5 -

- 4. TR0 - - 4,2350.000,00 O 42290.000,00 1. 430,000,000

= ~ B - B [ - w -

e o - - - % A - 5

E A o ¥l B M B . A 3

E 11,768 800,00 - - 5.386.70:0,00 B4, 28% - 10708, 650,00 2.128.900,00

4 70,000,000,00 E 57.448.000,00 - ea.ore . FEROGD00,00 15,149.333 33
E 28.874.404,00 - - 5.65T. 024, 00 - | v - AP RDA 00 0.0 S 33

g 5 b " | ow . A

7.947.300,00 - 7T 500,00 ~ | ommTH - 7.957.300,00 2,622 500,00

p . - - - o “ 5 A

4.833.334,00 - - 128 524,00 ~ | ¥00% - 832594 2% £45. 71467

- - - - - % - - 4

- - - - - O - - .

55,087 D000 - - 56,087 000 .00 = | ko - 58087000, 00 18505508 57




] 3 s s i 5 12 iz i 13 1% 7 i3
27-761.560,00 H < 27.280.500,00 - 4 - E % 4 27.761.500,00 9.095.500,00
g . . 3 . -/ | % : . L 5
1.178.000,00 - : 3.1T8.000,00 A il oo | - i 3,.178.000,00 105933332
= H ) 3 i -1 i % 5 3 % .
7.791.000,00 . o 7.231.000,00 - b & o | - i 7.231.000,00 2577 00000
8.10%,000,00 . 8,104.000,00 . A woom | - d £.104.000,00 2.701.33333
B.748, 500,00 - - B.267 560,00 i 4 - 500 - - B.7%8.500,00 2.755 823,32
F i p b, J ] . 0% ; . & !
27.274.160,00 . . 244.799.160,00 J 153 meaen| - 4 asrasesscso £2.266.708,47
75.000,000,00 - 4 24.415.000,00 d fil g PEY Y 1 75,00.000,00 11.475.000,00
= J 2 N | J a % a ] N N
165.784,160,00 i . 165.784 165,08 - i w0 | - 168.794,160,00 £5.261.306 57
16.590.000,00 | 4 46.590.000,00 g {55 oom [ - . 46,890,000,00 15.530.000,00
| serisoasesool 16022083600 .| sese3resesco] saonasssmon - - |eseenissien| sossssaseon| ssen7.85200
. 30.890.500,00 47.653.100,00 - 30.731.850,00 46.931.750,00 . - | maom | osom 9.272.000,00 38.831.800,00
b 30.890.500,00 47.653.100,00 . 30,731 850,00 46.931.750,00 i - ] 9a09% | va40m 26.272.600,00 38.831,800,00
Administrasi Kenangan S| aetssezizen] 534809549600 .| asroers7escol 501145592500 . - |osemn|samin 5066404.85450]  +.835665.826.50
Fenyediaan Caft dan
m’,‘wm;;;f .| asrassemsse|  esrraenoonco -I sasos7m00|  wsesvnesTO0 : « |oesin|osmom |  serseoesosso|  4smcs0resnso
:“, "]mm" 'dmj’.r mmm. R 342.510.000,00 20.070.496,00 . 260.830,000,00 204141 288,00 ) < | m1,90% | 51,00% 301 400.248,00 267 A5 544,00
Pelalzanesn
m' . “';’::imm | A 68.125.000,00 50.665,000,00 . 45.130.000,00 48.415.000,00 - o | 7212 | assem 59,395,000,00 48.772.500,00
Kevargan SKPD




1

Adminisirasi Eepegawaian
Perangkat Docrah

0.00%

0

Fendidikan dan Petathan

U

.

Fespmai Berdaarkan Tugne
Eﬁdmtﬁslmsi Ui

508.407.02000

$34.203 450,

494.720.742.00

424,368,343 ()

97 31%

0771

471265255 00

450,544 490,00

Peayediann Feralathn dan
Perlenglapan Kantor

211.911 800,00

55.550.800,00

207.929.414,00

89.902.800,00

08.12%

93,04%

153.731.300.00

148.416.107 90

Fezyedisen Bahan Loginti
Kanfor

B7.506.160,00

T7.404 340,00

86.906.160,00

77.341,740,00

99,31%

99,92%

82 .455.250,00

82.123.950,00

Penyedizan Barag Cetakan
dan

TT.024.600,00

75.922.700,00

71,355,000,

74.772.50000

92,64%

%,49%

76.473.650,00

T3.063.750,00

Fesiltast Kunpengen Tamu

©4.594.460,00

91.015.650,00

92.:¥71.100,00

S0.711.940,/00

9 53%

9957%

92.805.055,00

91.541.530,00

Penyelenggumats Rapat
Roordinesi den Bomsubssi

7000000

04.310.000:00

36,155.068,00

22.639.262.00

96.76%

98.22%

£3.840,000,00

£4.399.165,00

_SXPD
Pestyediaan Jasa Penunjang
Grnum Pemerintehan Decal

48.097,500})01

55.904.200,00

39.6?9,063,0}1

48.220.102.00

BL50%

86,25%

T2.000.856,00

43049582 50

Penyedinar Jaas
Homundkes], Sumber Daya
Air dan Listrik

48.097.500,00

565.904.200,00

30.679,063,00

43.220,102,00

B.50%

86,25%

32.000.850,00

4394958250

Femektsraen Barang Mitk
[iaerah Fenunjang (rusan
Pemeriniahan Deerah

300.619.313,00

274.372.54000

279.372.182/00

260.289.520,00

92,93%

98,15%

287 49592650

274.330.85) 00

Penytdtlasn Jaza
Femebiharasn, Biaya
Pemetibaraan dan Pajok
FRendaraan Perorangan
Dites atan Kendaraan

Dinas Jabatan

243,567 610,00

220.424.140,00

232430820,

224 948.320.00

9133%

98,26%

35.995.875,00

223.442.570,00

Pemelihargan | Rehabilitasi
Uering Kantor dan
Babgunan Lainntya

20.636.903,00

20.520.562,60

99,44%

10.318.451 5

10.200.281 00

Femelharann | Rehabifltasi
Sarang dan Prasarana
Gedung Kentor atau
Bangunan Lsinuya

3641480000

45.948,400,00

3,414.800,00

41.841,00,00

100%

97 5%

41.181.6500,00

40.528.000 00




i gi=—t ] 6 0 | i FE] 18 3 17 1)
[—reny; vy 49.999.900,00] 9.630.000,00 E 2 43.72.700,00] 6.754.500,00 7 07, TP | T0,14% 29314990,00)  27.814.100,00
Penycienggataan Fenataan . 49.999.900,00 363000000 i 48.873.700,00) 6.754.500,00 a7.75% | 70,14% 20.814.950,00 27,814.100,00

Tesilitasi Sarans dan
e 49.999.900,00 9:630.000,00] . 18872.700,00 6.754.500,00 o7.75% | 70,14% 29.814,950,00 27,814,100,00
IKMI bt ’MM'” ! 40.000.000,00)  605.350.000,00 ! 99801050000  492.952.300,00 W s3]  axemsoo0m|  266.087.8500
PRl Kemiom Etar Sk 40,000.000,00 605.350.000,00 . 30801850000  492.953.800,00 99,55% | B1,43% IN6TS00000|  266.387.825,00
::m“' Pestmnguoan 40.000.00000 £05.350.000,00 b 29.801.850,00]  492.953.800,00 99,55% | 83,43% 3067500000  266.387.805,00
Propam Aduisistrest
P iy 2,00 TTATTI0500  13.892.293.854,00 7,00 12.242.266.758,00 0,12%] 1081850548050  6.020.133.372,50
Pembinaan dan Pengewasan
Pi “"“’“Wmn”;mmm’“'m 2,00 7IM4787.10500] 1389222385400 700 L 1345000 12242.266.T38,00 08%% [8512% | 1081850548090  6.353.340.7,50
Fasilitasi Penyernggarsan
‘m“’“”‘m e e . 19.999.800,00 16.999,800,00 : 17.252.200,00 10.351.900,00 B6,26% | 60,89% 18.499.500,00 13,802,050,00
Panllitasi Pestyizsunan
l;::m Fermbangnen . 31:312.500,00 12.091,800,00 A 31,087.430,00 12.050.800,00 99,319 | 99,66% 21.702.150,00 31.574.195,00
Fasiliuni Pengelcinan
Kmm'n it . 240.183.500,00 3.880.000.00 19443131600 34.409.900,00 8095% | 93,30% 13853175000]  114.420.608,00
Pembinaan Pexingiatan
Kapesitas Aparatur ! 6.9TRI0000]  10.446.002,648,00 . -1 536234459400|  9:579.425006,00 77| 9170% |  8eTLeET.A7m0|  7470.884.845,00
Pemerintah Desa
Perbinsan dan
d' m“‘“m‘?m . 1 Lreameacomoo . o] 119401210000 < |emram 8515460000]  597.056.050,00
Antar Desa
Penyelenggarasr; Femillhan,
r] o *“! o "”‘]: T 430.038.000,00 723.549.200,00 . nosw7000|  650419659,00 7321% | 0.29% S7679360000]  480.465.177,00
?:;:"‘" Penvasunéer il ] 20,000000,00 19.220.000,00 16,480.800,00 9,101L500,00 82.40% | 47,35% 15.610.000,00 12.791,150,00




3 I il 3 L] T [3 el : ] =N — .7 ] QO i i EL ] SR . N =

A o - 65 G400 000 00 20000 M0 D - 42887 .600 00 34568 100,00 - - ST A7% [ 73 13% 57 .500.000 00 39 408 350,0¢

2 i
Fasiliiayi Manajzmen
Pemwrintatun Deosa
Fanililagl Parigeiolann Assl

Lo,
|~ Feinbinaan Fenmaketen
Hapasilas Anggoin BFD
Failitan Fenempan dan
Pensgrsan Bates Déona
Familitons Hvalueat

Purkamb Drrmal rin,
RSt sy v ) i | 40.431.000.00 267 461.000,00 . L - 23.316.000,00 AL2.405.777,00 - ea.40% | 7a.06m 163.946.000,00 127.960.8008,50

= - - - 35,4879 400,00 - = - - 36387 800,00 - - - PRILM 18 435 900 00 18,393 900, 00

o - - . BO0.000,000,00 - & - - 466637 L0 O - S 93.359% 50000 000,00 T33.518.550,00

- f L : ] i, d o b . - B 0,00% . :

- - - 185, Iy, LOB.00] 2.83-4.287. 800, O - - - S3.374.040.0M F.904.504.0932,00 - . 04T | BB, 5% ¥ k. B F. 300, $O 1084 0555146 ,00

Yo

di bidang Pemberdayasn Dwas
dmn Lambiaga Adal Tingkat
Dasrah Kab/Kow seria

i M‘::n blan = - E - 164353 105,00 A EZ4. 257 S00,00) - - - 33§74 940,004 2.334.256.092,00 = o 204%% | 60N 1.394 228,202 .30 3. 184 065 516,00

Desas Kalurshan (RT, RV, = B - - 230 98 300,00 - B - o 285 583 480,00 - - B, 2B 165 492 450 00 EAZ V9L TR0 00

Masyarakar Hubnam Adei
Peninghatir Kapusitos
Eelembugssn Lambags
Ka

Crwmny
PEE. Poayandu, LFM dam b - o &.69%, 108,00 63442300 ,00 - N - 4855 B00 00 A8 084 300,00 - - SaTH | TI.TEW 35070 . 702,30 AT X0 TOO .00

dan Peminrintid Dews dalam

T - - - ¥7.000.000,00 340,000 000,00 - . - 92.375.010,00 AT1 35930000 - - S5,13% | 51.23% 338300000, S0 75T 155,00
Aali Do

Failhtani Pemevinh Cose
dalum Pemantsatan . . . . 142,900 000,00 . L P g 137 102.500,00 B - o554% 71.430.000,00 68,551 .2%0,00
Teknekgi Tepas Gutie

i Bulan Bhakt
Gotong Reyting Masyaraiac o - B £0.694.000,00 79999 500,00 - - - 36.870.040,00 229,366 350,00 . - 40290 | 75,46% 180.346.950,00 £28.137.155,00

[ Ty e e——r——
Eateniraman, Ketsriiban

ducn. Perlindungmn - - - - 3560 000,00 - - - = - - - 0.00% 19430, 004,00 B
Masynrekat Do

Faailitwsi Tim Penggerak
PKK delam

th" Biaay ralont - - - - 103 20 000,00 - ° - - 1183 160.042,00 - - P8,69% GO 1453000, 00 581.580.021 00




2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelayanan, dengan kelompok sasaran
layanan adalah Desa, baik perangkat Desa, Lembaga ekonomi Desa, maupun Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai mitra untuk
bekerja sama dan mendukung terlaksananya tugas dan kegiatan secara maksimal.
Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan, antara lain:

1.
2.

Perguruan Tinggi, mitra dalam pelaksanaan Pilkades;

Kepolisian, mitra dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, seperti Pilkades, Pencanangan
BBGRM, dan Gebyar BUMDesa/BUMDesMa;

Kecamatan, mitra dalam memberikan pelayanan ke Desa;

Perangkat Daerah lainnya, mitra dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah,
termasuk tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa; dan

Tenaga Ahli, mitra dalam memberikan pelayanan dan pendampingan di Desa, antara
lain untuk pencapaian Indeks Desa Mandiri (IDM), dalam perencanaan di Desa, dan
bidang-bidang lainnya.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan
manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya agar dapat melakukan adaptasi
dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh sebab itu, dalam
menyususun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang
ada. Dan evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahwi masing — masing bidang mempunyai
permasalahan.

3.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1) Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa;

2) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal;

3) Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa dan keterbatasan kapasitas
SDM dalam pengelolaan, a.l. BUMDes /BUMDesMa;

4)  Jumlah IDM belum 100%,

5)  Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan
manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi
dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam
menyusun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan
yang ada. '

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas
substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan
eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah
direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap
perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar masalah
1. | Keterbatasan dalam fasilitasi | Kurangnya pemahaman | Kurangnya Bimtek
peningkatan Kapasitas dalam pengelolaan Kurangnya keinginan
pengelolaan pemerintahan desa | pemerintahan desa untuk lebih maju
2. | Pelaksanaan program dan Kurangnya pemahaman | Kurangnya pelatihan
kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan Kurangnya anggaran
masyarakat belum optimal program/kegiatan
3. | Beragamnya lembaga usaha Kurangnya SDM dalam | Kurangnya pelatihan
ekonomi masyarakat di Desa | pengelolaan lembaga Kurangnya kreativitas
dan keterbatasan kapasitas ekonom desa
SDM dalam pengelolaan, a.1.
BUMDes/BUMDesMa
4. | Jumlah [DM belum 100% Masih rendahnya penilai | Kurangnya Bimtek
IDM Kurangnya anggaran
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

5. | Belum optimalnya kinerja Kurangnya SDM Kurangnya pelatihan
Lembaga Kemasyar akatan Kurangnya keinginan
Desa untuk lebih maju

3.2 Isu Strategis
Dalam penentuan isu-isu strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga
berpedoman pada dokumen perencanaan diatasnya.
3.2.1. Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Tahun 2020 - 2024

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan
daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM
tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu
mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam
skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka
pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah
tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development
Goals (§DGs) yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang
menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi
ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional
mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujunan SDGs ke-
10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam
pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal,
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs
Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa, yaitu ditetapkannya 18 tujuan
pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa
schat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6)
Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan
ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa
kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan
produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli
lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17)
Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa
adaptif.

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan)
program, meliputi 3 (tiga) program generik (umum) dan 6 (enam) program teknis, sebagai
berikut:

1.  Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya,
2.  Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur,
3.  Program Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Informasi,
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Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan,

Program Pengembangan Daerah Tertentu,

Program Pembangunan Daerah Tertinggal,

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi,

o e NN

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan dan strategi-strategi tersebut, mulai tahun
2021 sampai dengan 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi memiliki 2 (dua) program, yaitu :

1.  Program Dukungan Manajemen,
2. Program  Daerah  Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan
Transmigrasi.

3.2.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur
Tahun 2019 - 2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019 — 2024
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 —2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan
fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan
administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. Pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang
dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki
kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik,
ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu
memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan
Dari, Oleh dan Untuk individuwmasyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif
kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang
kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan
yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan
memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat
melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat
pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya
pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai
tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia
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sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat

sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
di Jawa Timur”.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan
menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, yaitu :

1.  Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa’kelurahan;

2.  Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

3.  Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Strategi adalah langkah —langkah yang berisi program — program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1.  Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses
permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat.

2. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM
KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai actor perubahan sosial melalui konsep
dan metode belajar sosial.

3.  Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

4.  Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan
prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan-

kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1.  Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat

2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat
dan pendamping masyarakat

3.  Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa

4.  Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

3.2.3. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanatkan
kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun
dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta
memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024-2026.
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Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan
pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya masyarakat menuju ke arah yang
lebih baik, lebih sejahtera dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek
pembangunan. Hal ini setidaknya bertumpu pada 3 arus utama (mainstream) pembangunan
Kabupaten Pasuruan yaitu :

1.  Peningkatan Pendidikan;
2.  Peningkatan Pemberdayaan Perempuan; dan
3.  Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan ke depan, sejak awal telah
disadari bahwa proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi
pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat,
kondisi sosial budaya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, daya saing, kependudukan,
ketertiban, nilai tambah dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam
menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dikatakan berhasil tidak hanya menyediakan
sarana dan prasarana fisik saja, seperti jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh ataupun
membangun berbagai pusat pelayanan publik, namun juga harus diukur dengan sejauh mana
pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan
kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan
masyarakat Kabupaten Pasuruan sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan
serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri
maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 — 2026 dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang
lebih detail dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026,
sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten pasuruan sejalan dengan Rencana Pembangunan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 -2026.

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada kendala dan permasalahan baik internal dan eksternal,
yaitu sebagai berikut :

1) Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa;

2) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal;

3) Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa dan keterbatasan kapasitas
SDM dalam pengelolaan, a.l. BUMDes /BUMDesMa,;

4)  Jumlah IDM belum 100%,

5) Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dari permasalahan—permasalahan yang ada, serta memperhatikan hasil telaah
dokumen perencanaan diatas, maka dapat dihasilkan isu—-isu strategis sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa.

2.  Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa, a.l. BUMDes dan
BUMDesMa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa.
Jumlah IDM belum 100%,

5.  Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mendukung tujuan ke — 1 yaitu “Meningkatnya
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah” dengan sasaran “Meningkatnya Produktivitas
Sektor-sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah”.

Sebagaimana Tujuan ke — 1 dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 202-2026,
maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah
menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada, dengan
menitikberatkan pada peningkatan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta kualitas
pemerintahan Desa.

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani

isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan dari isu strategis, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah dikemukakan dimuka maka
dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan
Desa”

asaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam

penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumberdaya yang tersedia
secara efektif dan efisien.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1.  Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2.  Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkan
indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat
diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator sasaran dimaksud
sebagaimana berikut :
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Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan

Target Kimerja Tujuan / Sasaran Pada
No Tujtian Sasaran Inddator Tujuan / Sasaran Tahum Ke-
2022 | 2023 § 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 b 7 ] 9
1 {Meningatnya |Persentase Desa Mndic 381% | 10,56%; -
Kemandirtan Desa I Meningkainya [Persentase Kelembagaan Masyarakak Desa yang
Perkembangan Potensi  {akdif 97,30%] 97,0%
Desa
2 Meningkatnya Kuaitas  [Persentase Lambaga Ekonomi Desa (Bumdes) 5% | 0%
Penyelenggaraan Emaﬁl
Pemerintahan Desa i [
Persentase Pemerintahan Desa yang berktialitas s00% | 100%
- Pengelalaan Ketangan Tepat Sasaran
- Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat
- Tramsparasi
- Administrasi Pecyelenggaraan Pemerintahan
3 Meningkatrya Kiglitas | Niai SAKIP
SAKIP Peranglat Daerah 82821 83 | 832 | 834 | 836
1 [Meningkatnya Kualitas Persentase Desa Mandiri 10,14% | 11,73% 12,32%
Pembengunan Desa 17 werinatya persentzse Desa dengan Lembags
Pemberdayaan Masyarakat |Kemasyarakatan Desa akiif 97,75% | 97,80% | 97.85%
Desa
2 Meningkainya Kualitss  {indeks Tata Keola Desa ]
adlll 100% | 100% | 100%
Pemerintahan Desa - Pengelotaan Keuangan Tepat Sasaran
- Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat
Waktu
- Transparas
Wilai Fvaluasi Perkembangan Desa/Kel
- Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bak

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target tujuan dan sasaran setiap tahun semakin meningkat,
dengan demikian diharapkan capaian hasil kinerja juga meningkat. Sehingga tujuan daerah
tercapai, sebagaimana berikut :
Target tujuan dengan indikator Persentase Desa Mandiri, ditargetkan ada penambahan 2 desa
dengan status Desa Mandiri pada tiap tahunnya.
Target sasaran ke-1 dengan indikator Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan
Desa aktif, ditargetkan adanya penambahan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang aktif.

Target sasaran ke-2 dengan indikator Indeks Tata Kelola Desa, ditargetkan semua Desa Nilai
Indeks Tata kelola Desanya baik.
Target sasaran ke-3 dengan indikator Nilai SAKIP ditargetkan ada penambahan secara

berkala.
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4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2024-
2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan menerapkan strategi
dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat
melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Strategi
merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai
serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Scbagaimana dijabarkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disecbutkan bahwa strategi
adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi dalam
bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai
Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa™ dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruvan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun

mendatang adalah sebagai berikut :

PENENTUAN ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja Kendala Peluang Tantangan Permasalahan Isu Strategis
Utama
Meningkatnya . Belum 1. Adanya . Regulasi yang | I. Keterbatasan | 1. Lemahnya
Kualitas Optimalnya programy/ banyak dan dalam pemahaman
Pembangunan Pengelolaan kegiatan dari setiap tahun fasihitasi aparatur desa
Desa Potensi dan pemerintah ada peningkatan terhadap
Partisipasi pusat  dan pembaruan; Kapasitas pengelolaan
Masyarakat pemerintah . Perkembanga pengelolaan pemerintah
Desa propinsi; n teknologi pemerintah desa
. Belum . Adanya yang pesat desa . Kuragnya
Optimalnya tenaga _ Sarana 2. Pelaksanaan keberdayaan
Penyelenggara |  pendamping prasarana desa program dan dan partisiasi
an an  untuk yang kurang kebijakan masyarakat
Pemerintahan program mendukung; pemberdaya dalam
Desa kegiatan dan | 4 Pengelolaan an membangun
. Belum tugas potensi desa masyarakat desa
Optimalnya pembantuan yang belum belum . Belum
Koordinasi dan optimal. optimal optimalnya
dengan dekonsentras 3. Beragamnya kelembagaan
Instansi i lembaga ekonomi
terkait; . Tersedianya usaha masyarakat
. Terbatasnya lembaga ekonomi desa dalam
dana kemasyaraka masyarakat upaya
operasional tan serta di desa dan keberdayaan
kegiatan; kader — kader keterbatasan ckonomi
pemberdaya kapasitas desa
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5. Keterbatasan an SDM dalam
Kualitas SDM masyarakat; pengelolaan
Aparatur. 4. Sumber daya

alam dan
sumber daya
desa.

Strategi1l : Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Arah kebijakan untuk mendukung strategi 1, antara lain sebagai berikut :

a.  Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

b.  Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Arah kebijakan untuk mendukung strategi 2, antara lain sebagai berikut :

a.  Peningkatan penyelenggaraan penataan desa;

b.  Peningkatan kerjasama desa;

¢.  Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
di bidang pemerintah desa, dan keuangan desa;

d.  Peningkatan pengembangan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa.
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Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujan:  Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Sasaran : Meningkatnya produldivitas sektor-sekior unggulan dan potensial perekonomian daerah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
iMeningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
T Meningkatkan Kualitas Lembaga kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Sasaran 1.1 Kemasyarakatan Desa aki Kemasyarakatan Desa 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1 Peningkatan penyelenggaraan penataan desa

: : . |Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . .
Meningkatnya Kualitas |7 e e e 2 Peninglatan erjosama desa
) ) 3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
PembanQU nan Desa Meningkatian Kualitas Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di bidang pemerintah desa, dan

Pemerintahan Desa
Sasaran 2.1: Indeks Tata Kelola Desa keuangan desa

4 Peningkatan pengembangan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan
permerintah desa

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai
dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024-
2026.

Selain itu disajikan pula target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir
periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana
yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan
standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan
kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kegiatan maupun
Sub Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolok ukur atau memiliki indikator
kinerja sebagai alat ukur spesifik yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan/sub
kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Adapun program dan kegiatan yang digunakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan program dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, dengan mengacu
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
menetapkan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, antara
lain :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Veifikasi Keuangan SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

B s IS e T i

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

L.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan »

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

II Program Penataan Desa

1) Penyelenggaraan Penataan Desa

L.

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

II Program Peningkatan Kerjasama Desa

1) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

1.
2.

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

IV Program Administrasi Pemerintahan Desa

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1.

M G = TN G R B D

— ek
= W= O

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

15.

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V  Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat
1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten / Kota

1.

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
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2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

6. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Desa

7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1.
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Tabe} T-C 27
Frogram, Kegintan dsn Fend Dinas Pemberdayaan Masparakat dan Desa
Kabupaien Prauruan
Indikator Kinerja Twjuan, Dats Capaian pada Target Kinerj mden Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhic periode | Unil Kerja Perangiat
Tujuan Sagaren Knode Frogram, Eegiatan dan Sub¥eglatan | Saseran, Program, Kegiatan dan Tahun Awsl 025 ] Rexglra Perangkat Doerah Dacrah Lokasi
Sub Kegiatan P K Rp E Rp K Rp K Rp Penan jawab
h1] 2} 3 [ul] () 18] ) L] 1% 119 e8] 12 (% 14 115 116}
Moniughutuys Knulitas
[Fembanguaan Dema
Frogoa Pesanjany Trosan Dokumen/Lapniy D& bard
h.l&ﬂl Fomorzintaban Daemb Puranghat Desa 6.170.230.026,00 % 8.960.580.036 ™ 7.549.053.010 90% 8.995.973.183 0% 2.646.835.923 e i Dhoa o
Eabupatsn/Xota bafh { sesuad reguinel b
Persemitee Konsisters briikaior
Kinern i mberda
2120020y  |Meronomam Pegmggan, dm Ay e Subkegidin 7652 100,00)  200% waaseoe|  100% so.m216800] 100% e ) 95 478,663, ap| Dinas Femberdaysan
Boauorst Kineri Peranghat Doerch oda dot Masvarakat dan Desa
dar muahas|
. Peny Dok Py [Jumlah Dok Fe 3 12 12 Dinas Pemberdaysan
2.13.001.2.01,01 Perangkat Daereh Peranghit Tusrsh 47.653.100,00 Thiumen! ATITA80 Do a0 59.794.168,00 Dok i 95.678.668,80 112 Dokwmen: 95,678.668,80 Masyarakat dan Desa
i K P "’““?“‘““’" an Rewgan yong Dinas Pemberdaysan
21301202 = = sk dengon: ketensuan don dapat 5.348. 065,996, 00 100% 5255730 896 100% 5 781,303 566 100% 5.359.434.384 0o% 6,355 434.584
Moniaghatuys Daerch . o Fﬂaayurakatdanbeaa
Alou it abititas
Kinetjh Pursagghat Jsmtah O, i :
. ; . g yang menerime. Cinae Pemberdaynan
Dearah 213020001 |Penyvedinan Gajl daw Tunjangan ASH i dan tunjangan ASN 4.977.360.000.00 | 33 Crghin 4 581,500.8% | 33 Orghin 5.370.849.986 | 33 Orghin S.907.934.984,16 | 33 Orghin 5.907.934.984, 16 Maayarakat dan Dess
. 5 . Jumlah Dokumen Hasil .
213,012,000 | rYedisan Adminisiresi Penyediaan Adminiatresi 320070496,00 | 2 Bolumen 277,200,008 | 2 Dokumen 304.920,000,00 | 2 Dokumen 335.412,000,00 | 2 Dokumen 15:412.000,0¢ | nas Pemberdayann
Pelakmanann Togas ASH Mesyarakat dan Desa
Pelaksanean Tugas ASN
Pelakaanaan Penalaysahasn dan  [Jumiah Dokumen Penatausahean Dinas Pensberdayaan
2.13.01.2.02.03 |Pengujian § Verifiimei Keuangan dan Pengujian [ Verifikasl SH65.000,00 |1 Dolumen SoM0.000 i1 Delmmen 105.544.000,00 {1 Dokwren 116.087.400,00 11 Dokumen 116.087 400,00
Masyarakail dan Deas
SKPD {Feuangan SKPD i
Administrosd Kep ian Peranik P Dok Ker : Dinss Pemberdayaan
21300205 e i 100% 150,000, 000,00 100% 1685 00G. 000,03 T00% 165 00G:000.00 Masyaraat dan Dess
o . . [Jumlah Pegawai Berdasarkan Y
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai . . Ditas Pemberdaysan
2.13.01.2.05.09 Berdasarinn Tugss dan Fungsi Tugagl dan Fungsi yang mengioati - . - 450mng 150.000.000,00 | 45 Orang 165,000.000,00 | 45 Orang 165.000.000,00 | Masyarakat dan Desa
eodiditen dan pelalivhan




{1 ] i3] ] E] 8] {f 8 i) {19 iy 1] 13 14 ] {16}
21301206 | Mdminstusilrem Perangha Derch | : w2900 1008 W239851000  Toow 53981521600  100% 796,004, 34560]  100% G
Jumiah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Dines Pemberdayann
21020600 [ Perlenghagan Kasior yang 95.550800,00f 1 Pabet 2514000 2 Paket 50.000000,00| 3 Paket 8000000000 3 Palet 00| e Do
Penyediaan Peralatan Rumah Jumiah Paket Feralatan Runh Dinas Pemberdayean
2130120608 |1 o oty 1000000000 - 1 Pulet 10.000000,00| 1 Paket 10.000.000,00 | 1 Pket lomoomon [ o B
‘ . umiah Paket Bahan Logistik Dinas Fembordapaan
2130120604 (rayedian Baban ogetc Kantor [0 T740424000] 7 Palet 77202510 7 Palet 120.668016,00] 7 Paket 19786882560 | 7 Paket S g
‘ Sumiah Paket Berang Cetakan ,
213012060 |ovcdias Barang Cetabandan |, ndaan pang 7382270000{ 2 Palet 73967000 2 Pulet 1184720000} 2 Paket 18935552000 | 2 Paket 189,355,520 00 | 2 Femberdayasa
Fenggandasn nedia) I!ﬁsymhtdsnl)m
ik Jumlah lapocan Fasilitasi M b3 b} b Dinas Pemberdayaan
2.13.01.2.06.08 [Fasititasi Tamu : 91.01565000] 4625000( 119.400.000, : 13134000000 | 131,340,000,00
i Kunjungan Tarw Kunjungan Eutjungen ® Kunjuagin Kunjungan i Masyarakat dan Desa
. |Jomizh Lapoan Penyelenggarsan :
Penyelenggaraan Rapat Koordinssi 1% . Dinas Pexherdayaan
2130120609 | -0 :;-;mm Kousultasi 94,310.000,00 { %4 Lagoren 74000000 {4 laporun | 118.400.000,00{ 24 Lapocan 189.440.000,00 | 4 Lagoran ROt e Dese
Pencpden Barong ViR Daerch )
: : Persertase Pengodan Barang Ml Diras Pemberdayaas
21301207 |Peumgmg U Penerhn (2R R P 100% 250000000007 100% e B P i o o
Jumish nit Eendarasn
2.1301.207.02 Fl:inasmu Kgndumgm it e S - - - 2umit 250.000.00000 3 Unit 40000000000 | 3Vt 400.000,000,00 {108 Femisrdeyaan
el Keudarean Dinas Jabetan yang : {asyaralst dan Desa
Jahatan e
Disediaken
Pengedian Jasa Permning Unsn. | Persentase Jasa Peruing Dinas Pemberdayaan
21301208 | et e SO SS4 20000}  100% 5399550 100% $928000]  100% 10075120800  100% mmmwrw e
. = Jutnlah Lapean Penyediaan Jasa )
2.13.01.208.02 P’"’; mﬁ mxml.isu-ikl Koswanikasi, Suber Daya Air 5590420000 f 3 Laporma 58949550 | 3 Lapormm 9431920000 | 3laporen 10375120800 | 3 Lagoran 103.751,208,0p |12 Peanbordayaa

Ilhlyarahtdeesa




{1 [H] &3 __ ] N il 18 8 g 1y (13 {13 (4 13 ]
Bemeliharaon Barang Mk Daerak )
21201200 |Peumjng Urusan Pemerintohan .. g Mk IMIN540001  Took 296 134.600|  100% 67381536000  100% LOTE 104.576,00)  100% 1.729.967 21,60 Dinas :
Doerch Koralisi Bak Mesyaraiat dan Desa
Fenyediaan Jass Pomelihernan,  {Jumlah Kendarasn Perorangan
Braya Fameliharann dan Pajale Dinas atau Kendaraan Dinas . . . . Dinas Pemberdayasn
F2.13.01.248.01 Kend B Dinas atan Wabatan yusgdipslihara dat 28.424.140,007 17 Unit 250.545.500 | 19 Unit 400.872.800,00 1 20 Unit 541.306.480.00 |  20Unit 641.396,480,00 Mesyarakat dan Dess
Kendaraan Dinea Jabatan dibayarkan pajajoys
. - Jumlah Gedung Kanter dan .
Femeliharaan { Rehahilitani Gedung . . , } Dinas Pembardaynan
2.1301200.00 |, . Bangunar Lainnys yang - -| 2Unit 200:000.000,001 2 Unit 12000000000 ( 2 Unit 220.000.000,00
Eantor dan Bangunen Lainnya dipelihar/direhabilitas Magyarakat dan Dess
Femeliharaan { Rehabilitasi Sarana :,::hh :;:I Ditas Rererd
[2.13.01,2.09.10 [den Frasarsne Gadung Kantor atau lain':;: yang 45.048.400,00] Bl Unit 45,589,100 | 81 Unit 7294256000 | 8} Upit T16.708.00600 | 81 Unit 116.708.096,00 Jasy L dan yl;:::
Bungunen Lainnya e Khaoe/direhabilioo
12.13.,02 Program Penstunt, Dase g : 9.630.000,00 b+ 15.000.000 » £%.000.000,00 9 #3,000.000,00 9 $3.000,000,00 a8 Dvon
g Dese yang mendopatiar Dinas Fembsrdayasn
21302201 | Pengelenggaraen Percioan Deso. piiosi 9630000007 75 Desn I5000000] 100 Deso S5.000.00000) 100 besa 88.000.600.00| 100 Desa 88.000.000,00  dan Dess
210220106 |l Sarana dan Prasarana | Jumieh Serea dan Praserana 9.63000000| 75 Desa 15000000 | 100Desa | SS000000,00] 100Desa 88000.006,00 | 100 Dexa 4800000000 | oas Femierdayadn
Desa Dema Masyaraiont dan Desn
Basarend:
Mwinghaiays Passentase Dosa yung
Eualites Progrwm Pealaghaton Eorfonmy | membextnk Berjnsmons axtar Disncs Pemberdxypan  'Eab.
Peavel 11202 Dess dese tan 4 & plak 638.350.000,00 | 78,9% 5.000000 | TOATR 70,000.000,00 | 80,06% 54.000.000,00 |  B0,08% 5u4,600.000,00 don Dosa 19
Pomariztrimn Desa _|letdgn
TN FPersmiee Desa yong mendopat Dinas Pernbardeynan
21202201 |RusitsiKejromaiy e | e 635352000,001 788 25.00000000| 7947 70.000.00000(  8,06% $4000.00000|  80.00% H IR0 asgasatat den Demn
P {Jumdah Dodernen Eega Sama .
2.13.00201 01 | liasi Honusam eniar Desa 4y o gotor, 2000000000 - -1 bdumen] 3000000000 | 1 Dokumen 3000000000 | 1bckumen | 30,000.000,00| PP Pembecdejam
dalam Kabupmten Kot Kahs Masyarafat dan Deas
patenfKota
Jumiah Dokamen Hasi) Fasilitasi
Fasilitasi Pembangunen Kawasan 16 Dinas Perbeedaynsn
2.13.02.2.01.06 Pord :mhumnm Kawasan 605,350.000,00 Dokumen 25000000 1 1 Doloymen 40.000,00000 | 1 Dokcneen 64.000.000,00 | 1 Dolatmen G 00,000,000 Mesyaraiat dan Desa




2] 3 | i) ] i) il 8] k] (1) i {12 {13) 4 {29 18]
Persentese Pemerintakan Desa
Program Mdmisistral Diacas Pemberdaynsa
2.13.04 Pemerintahas Ders mm::mmmm 14.184.303.340,00 | 100% 10204418248 |  100% 18.537.069.517 | 100% W/I3311227 | 100% 26229.711.227 dan Desa
Pk, dres bt mendapat dan dine a Dinas Permberda
21304200 | Penyelonggaram Administusi M ; 14164382898 1008 102M.418448|  100% 18557069517 200% 262311227 100% 262071127 Tl
g melaksanakan pembinam Masyarakat dan Desa
Pemeriiohar Desa Ml ot
fom Jumlah Delougen
Fasilitas: Penyelenggarsan peporg Dines Perberdayaan
2.13.04.201.01 Aeisitteani Peoactosekina T Pen}'el'enw.muﬁdmmsm 16.990.500,00 | 2 Dokumen 20.000.009 | 2 Dokwmen 32.000,000,00 | 2 Dakumen 51.200.000,00 | 2 Dolumen 51.200.000,00 { dan Desn
Pemerintaban Desg ¥
- Jumlah Oolumen Hasil
Fasilitasi Remyusunan Produk Dinas Permberdaysan
2.13.04.201.02 Ml Dess Penyusunen Produk Rukum 128.000.006,00 - - | 1 Dokumen 50.000.000,00 | 1 Dekumen £0.000.000,00 | 1 Dolumen m.anuoo,ml g ik Do
. Jumilah Dokumen Hastl
Fasilitasi Peayusunan Perencenaan b 4 b Dinas Permberdayaan
2.13.04.2.01.03 an Desa Penyusunan Perencanasn 12.061.800,00 . 9:099.800 L 15.999.680,00 Dokumen 25.599.488,00 24 Dokumen) 25.599.488 00 Masvaraat dan Deta
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu

kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),

dampak (impact). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja

program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan

pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian

kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah

dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1

1A

Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
pemerintah daerah.

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
telah terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu :

1.  Untuk sub urusan penataan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah
tentang penyelenggaraan penataan desa.

2. Sub Urusan Kerjasama Desa, dalam sub urusan ini yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah adalah memfasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 ( satu ) Daerah
Kabupaten Kota.

3. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa, yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah
desa.

4.  Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
yang menjadi kewenangan di daerah.

Berdasarkan sub urusan yang dijabarkan diatas, maka indikator kinerja bidang
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan indikator kinerja yang akan menjadi
tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Indikator
ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa”

dengan indikator tujuannya “Persentase Desa Mandiri”. Dalam mewujudkan tujuan terebut

ditunjang dengan beberapa sasaran kinerja beserta indikator kinerjanya.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidang Berkaitan Pelayanan Dasar,
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan IKK Outcome, sebagai berikut :
1.  Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
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Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator pada awal pada akhir
periode RPIMD| Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 |periode RPIMD
1 2 3 7 8 6 7 8 9
IKK : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 152 Desa 142 Desa 132 Desa 122 Desa 112 Desa 112 Desa
. . 22,37% 25,35% 28,79% 32,79% 37,50% 37,50%
IKK : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
34 Desa 36 Desa 38 Desa 4G Desa 42 Desa 42 Desa
Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa
Indikator Tujuan : Persentase Desa Mand¥i 3,81 10,55 11,14 11,73 12,32 12,32
Indikator Sasaran :
1 [Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif 497% 97,30% 97,70% - - - -
5 Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju 16% 16% 20% - - - -
Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas 100% 100% 100% - - - -
3 (Nilai SAKIP 82,92% 83%
Tujuan ; Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri 11,14 11,73 12,32 12,32
Indikator Sasaran :
g [ferentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desal  g7,35% . - 97,75% 97,80% 97,85% 97,85%
2 |Indeks Tata Kelola Desa 100% - - 100% 100% 100% 100%
3 [Nifai SakTP 82,82% - - 83,2% 83,4% 83,6% 83,6%




BAB VHI
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus konsisten dan
sinergis dengan dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan
yang disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra adalah
dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu
indikatif pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka
menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
perangkat daerah,

Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan
adalah sebagai berikut:

1.  Sekretaris dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman pada Renstra Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, agar
pencapaian target-target Renstra dapat tercapai.

2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam
pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan
profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen
moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.

3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta
memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan
pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.  Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa substansi
yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan).
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Apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,
dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi

perangkat daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF
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